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Abstrak
 

Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka

berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini

merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta.

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang

ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di

PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS)

dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam

membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil

selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X".

Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X".

Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar

Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya

operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional

terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total

pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40%

(Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam

keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS

mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-.

Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada

RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif

meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10

tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan

sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-.

Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling

diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang

dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X"

adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang

tersebut lama sekali tidak terwujud.

......Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case

Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept

of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district

government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient

hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively
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explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two

methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the

costs that has actually been borne by PKS).

The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a

new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be

divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp.

2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the

total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.

Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40%

(full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if

calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).

From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital.

Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current

and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this

partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.

From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the

hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this

hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized

so far.


